
 
 
 
 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO 
 

NOMOR   13  TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BUNGO, 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian 
pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan 
perekonomian di daerah diperlukan sumber pendapatan asli daerah 
yang memadai; 

 
b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka retribusi 
tempat rekreasi merupakan jenis retribusi daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Tempat Rekreasi; 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun 
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjungjabung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);   

 
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 

 
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 
2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048); 

 
5. Undang-……2 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699); 

 
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

 
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Negara Republik 
Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Negara 
Republik Nomor 3658); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO 

 
dan 

 
BUPATI  BUNGO 

 
MEMUTUSKAN :......3 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT 
REKREASI 

 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bungo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo. 
3. Bupati adalah Bupati Bungo. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi 
dibidang kepariwisataan.  

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi, perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, 
perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, 
lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya. 

6. Perusahaan adalah setiap badan yang menjalankan suatu jenis usaha 
yang bersifat tetap terus menerus yang didirikan dan berkedudukan 
dalam daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (profit). 

7. Usaha Rekreasi adalah setiap usaha yang bersifat komersil yang ruang 
lingkup kegiatannya dapat memberikan kesegaran kepada masyarakat. 

8. Tempat Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan 
berbagai fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani 
yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan/atau kebudayaan 
sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu. 

9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata 
termasuk usaha objek wisata serta usaha yang terkait dibidang tersebut. 

10. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi 
sarana wisata. 

11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 

12. Wajib Retribusi adalah adalah orang pribadi yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi; 

13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai 
dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut 
peraturan perundang-undangan. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi 
yang terutang; 

 
15. Pemeriksaan .......4 
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15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam 
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

 
BAB II 

 
KETENTUAN PERIZINAN 

 
Pasal 2 

 
(1) Setiap orang atau badan dalam menjalankan usaha rekreasi wajib 

memiliki izin dari Bupati. 
 
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 

orang atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Bupati melalui SKPD dengan melampirkan persyaratan sebagai 
berikut: 
a. rekomendasi dari Lurah setempat; 
b. fotocopy akte pendirian perusahaan; 
c. fotocopy nomor pokok wajib pajak; 
d. fotocopy surat izin tempat usaha; 
e. fotocopy izin gangguan; 
f. fotocopy izin mendirikan bangunan; 
g. fotocopy kartu tanda penduduk atau bukti diri lainnya; 
h. pasphoto ukuran 3 X 4 sebanyak 3 (tiga) lembar; 
i. surat keterangan status tanah dari instansi yang berwenang; dan 
j. rencana gambar pembangunan dan gambar situasi/tata letak. 

 
Pasal 3 

 
(1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

terpenuhi, maka SKPD melakukan penelitian ke lokasi tempat usaha. 
 
(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 

Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan 
izin. 

 
Pasal 4 

 
(1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 

permohonan diterima, maka Bupati atau SKPD akan memberikan 
jawaban secara tertulis mengenai diberikan atau ditolaknya 
permohonan. 

 
(2) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 

dengan alasan-alasan penolakan. 
 

(3) Apabila......5 
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(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak 
permohonan diterima, tidak ada tanggapan dari Bupati atau SKPD 
mengenai permohonan yang diajukan, maka permohonan dianggap 
lengkap dan dapat diberikan izin. 

 
Pasal 6 

 
(1) Izin Usaha Rekreasi berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 

tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. 
 
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak 

lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati. 
 

BAB IV 
 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 7 
 

(1) Pemerintah daerah berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan, 
pengendalian dan penertiban terhadap usaha rekreasi untuk 
kepentingan umum serta memantau kegiatan usaha rekreasi sesuai 
dengan izin yang diberikan. 

 
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

penyuluhan, bimbingan dan penertiban terhadap pelanggaran izin. 
 

Pasal 8 
 

(1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban 
terhadap izin usaha, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke 
lokasi oleh petugas yang berwenang. 

 
(2) Untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan 

penertiban dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

Pasal 9 
 

(1) Untuk mempermudah pembinaan, pengawasan, pengendalian dan 
penertiban terhadap izin yang diterbitkan maka dilakukan pendaftaran 
ulang (heregistrasi) 1 (satu) kali setahun, kecuali usaha yang dikenakan 
retribusi per kegiatan. 

 
(2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

paling lama 1 (satu) bulan menjelang jatuh tempo pendaftaran ulang 
berakhir. 

 
(3) Keterlambatan pendaftaran ulang dikenakan denda berupa bunga 2 % 

(dua persen) setiap bulannya dari jumlah retribusi yang harus dibayar. 
 

BAB V 
 

KEWAJIBAN DAN LARANGAN 
 

Pasal 10 
 

Setiap orang atau badan dalam menjalankan usaha rekreasi dan pariwisata 
diwajibkan untuk: 
 

a. melaksanakan......6 
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a. melaksanakan syarat-syarat usaha rekreasi dan pariwisata sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menjaga kelestarian dan pemeliharaan lingkungan baik alam maupun 
sosial budaya; 

c. menghindari dan mencegah usaha dari kegiatan segala bentuk 
perjudian, peredaran dan pemakaian narkotika dan obat berbahaya 
lainya; 

d. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan perlindungan kepada 
pemakai jasa atau tamu terutama dalam hal kepuasan, kenyamanan, 
keselamatan dan keamanan serta sanitasi dan hygiene. 

 
Pasal 11 

 
Setiap orang atau badang dalam menjalankan usaha tempat rekreasi 
dilarang untuk: 
a. melakukan kegiatan atau usaha yang tidak seuai dengan izin yang telah 

ditentukan; 
b. merusak lingkungan baik alam maupun sosial budaya; 
c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, 

kesopanan, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum; 
d. melakukan kegiatan atau usaha yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

BAB VI 
 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR 
DAN BESARNYA TARIF 

 
Pasal 12 

 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 
didasarkan tujuan untuk biaya pelayanan pemberian izin, administrasi dan 
pengawasan serta operasional kegiatan. 
 

BAB VII 
 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
 

Pasal 13 
 
(1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis pelayanan 

yang dinikmati. 
 
(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: 

Pelayanan Jenis Gol Tarif (Rp.) 
Tempat Rekreasi dan 
Pariwisata (swasta) 

Izin usaha   250.000,-/tahun 

Tempat Rekreasi dan 
Pariwisata (pemerintah) 

• karcis masuk 
 
• permainan 

• anak-anak 
• dewasa 
• anak-anak 
• dewasa 

• 1.000,-/orang 
• 1.500,-/orang 
• 2.000,-/orang 
• 3.000,-/orang 

 
BAB VIII......7 
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BAB VIII 
 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
 

Pasal 14 
 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan 
penyediaan tempat usaha rekreasi. 

 
BAB IX 

 
SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 
Pasal 15 

 
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 
 

BAB X 
 

SURAT PENDAFTARAN 
 

Pasal 16 
 

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD. 
 
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, 

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau 
kuasanya. 

 
(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

 
BAB XI 

 
PENETAPAN RETRIBUSI 

 
Pasal 17 

 
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

 
(2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

 
BAB XII 

 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

 
Pasal 18 

 
(1) Pemungutan  retribusi tidak dapat diborongkan. 
 

(2) Retribusi.......8 



-8- 
 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

 
BAB XIII 

 
TATA CARA PEMBAYARAN 

 
Pasal 19 

 
(
 
1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB IV 

 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  

PEMBEBASAN RETRIBUSI 
 

Pasal 20 
 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi. 

 
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada saat liburan 
sekolah. 

 
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 

BAB XV 
 

SANKSI ADMINISTRASI 
 

Pasal 21 
 

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi 
adaministrasi berupa denda sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah). 
 

BAB XVI 
 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 22 
 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi 
terutang. 

 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pelanggaran. 
 

BAB XVII.....9 
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BAB XVII 
 

PENYIDIKAN 
 

Pasal 23 
 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah. 

 
(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

c. meminta keterangan  dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memberikan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi 
daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

 
BAB XVIII 

 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 24 

 
Setiap orang atau badan yang telah menjalankan kegiatan usaha rekreasi 
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 4 (empat) 
bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 
BAB XIX........10 



-10- 
 

BAB XIX 
 

PENUTUP 
 

Pasal 25 
 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
 

Pasal 26 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah 
Kabupaten Bungo. 
 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal         Juli 2008 
 

BUPATI BUNGO, 
 

ttd. 
 

H. ZULFIKAR ACHMAD 
 
Diundangkan di Muara Bungo 
pada tanggal        Juli 2008 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO 
 
   ttd.  
 
  USMAN HASAN 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2008 NOMOR 13 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


